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ABSTRAK

Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah
dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu individu dalam masyarakat. Segala bentuk
tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan
bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat. Salah satu
kejahatan yang terus berkembang modus operandinya adalah pencuaian uang atau lebih dikenal
oleh masyarakat dengan istilah money laundering.

Maraknya tindak pencucian uang dan sulitnya sistem pembuktian terbalik di terapkan negara
indonesia sehingga sulit menemukan para pelaku yang beroprasi. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian yuridis normatif dan meneliti norma norma dengan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan konseptual cara meneliti bahan-bhan kepustakaan, tindak pencucian uang dan
sistemtem pembuktian terbalik sulit di terapkan

Kata Kunci: Pencucian uang, Kejahatan keuangan, Hukum

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan
kaidah-kaidah dan pola-pola perikelakuan tertentu terhadap individu individu dalam
masyarakat. Apabila hukum yang berlaku di dalam masyarakat tidak sesuai dengan
kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka ia akan mencari jalan
keluar serta mencoba untuk menyimpang dari aturan-aturan yang ada. Segala bentuk
tingkah laku yang menyimpang yang mengganggu serta merugikan dalam kehidupan
bermasyarakat tersebut diartikan oleh masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat.

Salah satu kejahatan yang terus berkembang modus operandinya adalah pencuaian
uang atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah money laundering. Tindak pidana
pencucian uang merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh
sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang.
Dewasa ini istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan
usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang
“kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana (Aziz Syamsuddin, 2001, p. 17).

atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah money laundering, Secara umum,
Pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. Black’s Law
Dictionary memberikan pengertian pencucian uang sebagai term used ti describe
investment or of other transfer of money flowing from rocketeeting, drug transaction, and
other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced.
(Pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi dibidang-bidang yang
legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal
usulnya).

Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan ilegal atau
kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali
dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau
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dimusnahkan ke dalam sistem keuangan (Ivan Yustiavandana, dkk, 2010, p 10.).

Kejahatan pencucian uang menjadi ancaman luar biasa terhadap penagakan hukum
pidana, terkhusus dalam tindak pidana korupsi. Karena hampir bisa dipastikan dalam
tindak pidana korupsi bersanding dengan tindak pidana pencucian uang. Sehingga
antisipasi apparat penegak hukum harus jauh lebih ekstra daripada kejahatan lainnya.
Salah satu wujud upaya pemerintah Indonesia dalam menekan maraknya tindak pidana
pencucian uang atau money laundering adalah memberi perhatian khusus dalam hal aspek
pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang
didakwakan, menjadi bagian yang terpenting acara pidana.

Terkait dengan pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang,
Langkah cepat telah dilakukan pemerintah dengan mengundangkan Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2002 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2003 dan saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dibentuknya Undang
undang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan political will negara
Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang.

Proses pembuktian terbalik dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian
uang juga bukan tanpa polemik, banyak sekali ahli hukum yang menentang diterapkannya
pembuktian terbalik, alasannya pembuktian terbalik mengingkari asas hukum pidana
Indonesia mulai dari asas praduga tak bersalah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas mempersalahkan diri sendiri pada Pasal
66 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang
menyatakan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, berbagai
konvensi internasional tentang HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

sehingga dapat dilihat bahwa karena proses pembuktian terbalik terjadi pengurangan
terhadap perlindungan hak terdakwa di muka pengadilan dan juga konsep ini berkonflik
dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Berbagai persoalan rumit tentang
pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang ini membuat sulit penerapannya
di pengadilan. Sehingga penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana
pencucian uang jarang diterapkan di pengadilan.

Melihat beberapa uraian problematik di atas, maka dalam penelitian ini penulis ingin
mengkaji dan mendalami hal tersebut dengan memberi judul penelitian: “Sistem
Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”. Berdasarkan latar belakang
yang telah peneliti uraikan diatas, terdapat merumusan masalah berikut ini.

1. Bagaimana perbuatan hukum dalam tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimana penerapan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian
uang?

METODOLOGI

Dalam melakukan penelitian ini jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah
penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meneliti tentang norma- norma
hukum yang berlaku. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum
kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data
sekunder belaka penelitian hukum dilaksanakan untuk mecari jawaban atas isu hukum
yang dipecahkan. Disinilah perlu kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum,
melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian
memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Marzuki, 2021).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana

Tindak pidana pencucian uang merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai
media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan
pencuian uang. Dewasa ini istilah money laundring sudah lazim digunakan untuk
menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum hukum
untuk melegalisasi uang yang kotor yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Adapun tahap
dari pencucian (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (Marlina
etal., 2023).

Dengan adanya Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang ini “merupakan suatu tindak pidana pencucian uang yang dapat dicegah
atau diberantas melalui kriminalisasi atas semua perbuatan di dalam setiap tahap proses
pencucian uang” (Tumiwa, 2018).

Pengertian  Pertanggungjawaban Pidana Dalam hukum pidana konsep
pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.
Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mensrea dilandaskan pada
suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu
jahat. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang
objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat
untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu (Ahmad, 2018).

Pengertian Kesalahan Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana
karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin
melakukan perbuatan tersebut (Lewokeda, 2018)

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang harus memahami betul metode dalam
tindak pidana pencucian uang, karena pencuiang uang sebagai tindak pidana luar biasa
yang sangat merugikan negara, serta memerlukan kerja sama dengan Lembaga dan
otoritas hukum untuk efektifitas dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana
prncucian uang.dan melakukan kontroling kepada Lembaga, sehingga berjalan
berdasarkan Undang-undang tindak pidana pencucian uang.

2. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Saat ini, masalah money laundering telah diatur secara tersendiri dalam Undang
Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang yang berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2010 menggantikan Undang
Undang No. 15 tahun 2002 jo. Undang-Undang No 25 Tahun 2003. Pembentukan UU
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang (selanjutnya disingkat UU PPTPPU).

Dalam rangka memenuhi kepentingan nasional dan penyesuaian dengan standar
internasional diharapkan menjadi landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum,
efektifitas penegakan hukum dan penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil
tindak pidana. Perbuatan pidana Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dimana Undang-undang tersebut menggantikan Undang-undang sebelumnya yang
mengatur pencucian uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Aturan hukum tindak pidana
pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang.

Pasal 3 menegaskan “setiap orang yang menempatkan, mentrasnfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain
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atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak

pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4 menegaskan “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal
usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya
atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana pencucian uang dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling
banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 5 menegaskan ‘“setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan
harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar
rupiah)”.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di atas Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) dalam PPATK E-Learning mengelompokan pelaku
pencucian uang ke dalam 2 Klarifikasi yaitu pelaku pencucian aktif dan pelaku pencucian
uang pasif, pelaku pencucian uang aktif yaitu pelaku yang memenuhi Pasal 3 dan Pasal 4,
dimana pelaku pencucian uang adalah sekaligus pelaku tindak pidana asal dan merupakan
pihak yang mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak
pidana. Pelaku pencucian uang pasif yaitu pelaku yang dikenakan pasal 5 dimana pelaku
pencucian uang adalah pihak yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan dan
berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan. Kemudian dalam
modus operandinya tahap proses dalam pencucian uang, yaitu:

1. Placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan
tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lai :

a) Menempatkan dana pada bank kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan
kredit/pembayaran.

b) Menyetorkan uang pada PJK sebagai bayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.

c) Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.

d) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah
berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.

e) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi,
membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak
lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

3. Penerapah Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Sulitnya pembuktian selalu dirasakan baik dalam penanganan korupsi maupun
pencucian uang. Didalam kasus korupsi, jika jaksa tidak dapat membuktikan kesalahan
terdakwa maka menyebabkan terdakwa harus di bebaskan, padahal sudah menjadi rahasia
umum bahwa sistematisasi pemberian dan korupsi itu terbungkus sangat rapi, sehingga
sulit untuk dilacak.

Antara lain pemberian dalam bentuk fisik (tunai), bukan dengan cara transfer, sebab
dengan cara transfer mudah untuk dilacak dari nomer rekeningnya. Walaupun rancangan
perundang-undangan mengenai pembuktian masih terus digodok oleh pemerintah karena
masih mengandung pro dan kontra, akan tetapi penggunaan asas pembuktian terbalik telah
dicantumkan yaitu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menggunakan
asas pembuktian terbalik (pada Pasal 12B, 12C, serta 37).
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Pengaturan pembuktian terbalik dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menjadi dasar pemikiran dilakukannya
pembuktian terbalik dalam persidangan. Dibentuknya Undang-undang Nomor 8 tahun
2010 tentang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk walaupun sudah ada komitmen
dan political will Negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang,
namun diperlukan juga upaya pemerintah untuk bekerjsama dengan masyarakat dan aparat
penegak hukum. Saat suatu tindak pidana dapat dideteksi jika aparat penegak hukum
bersinergi dengan semua stakeholder. Akan tetapi yang menjadi tantangan utama penegak
hukum adalah aspek pembuktian. Pembuktian menjadi titik kunci untuk mendapatkan
keyakinan bahwa seseorang melanggar hukum atau tidak. Pelaku kejahatan sulit
dibuktikan disebabkan mereka selalu mengaburkan bukti-bukti (Zabyelina, 2015). Untuk
mengatasinya, diperlukan strategi yaitu pertama menelusuri aliran uang hasil kejahatan
yang disembunyikan. Melakukan profiling terhadap pelaku, mulai dari keluarga dan
merampas harta kekayaannya.

Keseriusan Negara Indonesia untuk memberantas permasalahan pencucian uang
dibuktikan dengan membuat regulasi anti pencucian uang (Arnone & Borlini, 2010).
Terutama penekakan dalam proses pembuktian terbalik di persidangan. Dalam Pasal 77
dan Pasal 78 menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa
wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana.

Sistem pembuktian terbalik merupakan suatu konsep dalam hukum pidana di mana
beban pembuktian untuk suatu tindak pidana tertentu ditempatkan pada terdakwa atau
pihak tertentu, bukan pada jaksa penuntut. Sistem ini umumnya diterapkan dalam kasus
kasus di mana sulit bagi penuntut umum untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk
menetapkan kesalahan terdakwa. Penerapan sistem pembuktian terbalik dapat memiliki
dampak signifikan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.

KESIMPULAN

1. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih (white collar
crime) di bidang perbankan. Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-
orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi.
Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (proceed of
crime) dengan tindak pidana asal (predicate crimes) dijadikan satu ketentuan karena
memang terkait sangan erat. Untuk menentukan predicate crime penting sekali
terutama dalam mempertimbangkan jenis kejahatan apa saja yang menghasilkan uang
dan juga berkenaan dengan double criminality, yaitu bahwa kejahatan itu kalau
dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia harus juga merupakan kejahatan
menurut hukum Indonesia. tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan mpdus
kejahatan untuk membersihkan atau menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana
yang dilakukan dengan placement, layering, dan Integration. Kejahatan tindak pidana
pencucian uang telah diatur dalam pasal 2,3 dan 5 Undang-undang nomorr 8 tahun
2010.

2. Pengaturan sistem pembuktian terbalik pada UU 8/2010 merupakan salah satu upaya
anti kejahatan pencucian uang yang dikhususkan pada tahap pembuktian di
persidangan, dengan upaya untuk mengakomodir kesulitan pada tahap pembuktian
tindak pidana pencucian uang. Urgensi pengaturan sistem pembuktian terbalik pada
UU 8/2010 selain perihal tingkat kompleksitas pembuktian yang tinggi juga
didasarkan pada dampak tindak pidana pencucian uang yang sangat merugikan
masyarakat secara luas. Sehingga hal ini diyakini apabila penggunaan sistem
pembuktian terbalik pada UU 8/2010 merupakan cara yang khusus untuk dapat
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merealisasikan keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan akibat tindak pidana
pencucian uang. Selanjutnya apabila pengaturan sistem pembuktian terbalik dikaitkan
dengan tujuan hukum kepastian hukum.
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